
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KM 42 TAHUN 2019 
TENTANG

UNIT KEPATUHAN INTERNAL 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemantauan
Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan Pasal 4 
huruf e Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, perlu di bentuk Unit 
Kepatuhan Internal di seluruh Unit Kerja di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri 
Perhubungan tentang Unit Kepatuhan Internal

di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851);
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 nom or 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99
Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 914);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1756);
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG UNIT 
KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN.

Membentuk Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disebut 
UKI, di seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan yang bersifat Ad Hoc yang merupakan organisasi 
nonstruktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan Menteri ini.

UKI sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dibentuk 
dengan Keputusan Kepala Unit Kerja, dan bertanggung jawab 
langsung kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan, serta 
berlaku 1 (satu) tahun.

Susunan Keanggotaan UKI terdiri dari Ketua yang melekat 

pada pemangku jabatan yang bertanggung jawab di bidang 
kepegawaian dan dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang 
anggota.

Tugas dan tanggung jawab UKI sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KEDUA sebagai berikut:

a. melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik 
dan disiplin pegawai, paling sedikit meliputi:
1) absensi pegawai;
2) penggunaan pakaian dinas dan kelengkapan 

atributnya; dan
3) sikap dan perilaku pegawai;

b. memantau pelaksanaan pembinaan jasm ani dan rohani 
serta pembentukan jiwa korsa pegawai;

c. memantau pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), 
paling sedikit meliputi:
1) kebersihan, kerapihan, kesehatan, dan keamanan 

lingkungan kerja/kantor;
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2) kebersihan dan kerapihan kendaraan dinas; dan
3) kondisi sarana kerja lainnya yang harus senantiasa 

memenuhi persyaratan keselamatan;

d. memantau upaya pencegahan dan pemberantasan 
pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme 
di Lingkungan Unit Kerja yang bersangkutan;

e. berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam 

pelaksanaan tugas pemantauan;

f. menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku kepada Inspektorat Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, 
yang paling sedikit memuat:
1) data realisasi kehadiran (absensi) pegawai;
2) data pelanggaran disiplin dan pemberian sanksi;
3) data prestasi/ penghargaan yang diterima oleh unit 

kerja/pegawai;
4) data pelaksanaan kegiatan pembinaan jasm ani dan 

rohani serta pembentukan jiwa korsa pegawai;
5) hasil pemantauan pemeliharaan Barang Milik Negara; 

dan
6) hasil pemantauan upaya pencegahan dan 

pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi, dan 

nepotisme di Unit Kerja yang bersangkutan.

KELIMA : Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Keputusan 
Menteri ini ditetapkan, pimpinan Unit Kerja sebagaimana 
dimaksud pada Diktum PERTAMA, telah membentuk UKI 
di Unit Kerja masing-masing.
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KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas UKI 
dibebankan pada DIPA masing-masing Unit Kerja.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

i dengan aslinya 
O HUKUM

ADJI H.. SH. DESS 
Pembina Utama Madya (IV/d) 

19651022 199203 1 001
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : KM 42 TAHUN 2019 
TANGGAL: 14 Februari 2019

A. UKI PADA UNIT KERJA KANTOR PUSAT

Sekretariat Jenderal

Inspektorat Jenderal 
Direktorat Jenderal 
Badan-Badan

: pada setiap Biro dan Pusat, Sekretariat Mahpel 
dan Sekretariat KNKT 

: Sekretariat Inspektorat Jenderal 
: pada setiap Sekretariat Direktorat Jenderal 
: pada setiap Sekretariat Badan

B. UKI PADA UNIT KERJA/ UPT

NO PROVINSI UKI UPT
1. Nangroe Aceh Darussalam a. Ditjen Perhubungan Darat:

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I
b. Ditjen Perhubungan Laut:

1) Disnav Kelas II Sabang
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas II Sabang
3) Kantor KSOP Kelas III Lhokseumawe
4) Kantor UPP Kelas III Susoh
5) Kantor UPP Kelas III Singkil
6) Kantor KSOP Kelas IV Malahayati
7) Kantor KSOP Kelas V Sabang
8) Kantor KSOP Kelas V Meulaboh
9) Kantor KSOP Kelas V Kuala Langsa
10) Kantor UPP Kelas III Tapak Tuan
11) Kantor UPP Kelas III Sinabang
12) Kantor UPP Kelas III Idi
13) Kantor UPP Kelas III Calang

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBU Kelas II Cut Nyak Dhien
2) Kantor UPBU Kelas III Teuku Cut Ali
3) Kantor UPBU Kelas III Lasikin
4) Kantor UPBU Kelas III Rembele
5) Kantor UPBU Kelas III Maimun Saleh



- 7 -

d. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah 
Aceh

e. Badan Pengembangan SDM Perhubungan: 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu 
Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar

2. Sumatera Utara a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran Belawan
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan
3) Kantor Distrik Navigasi Kelas III Sibolga
4) Kantor Kantor Otoritas Pelabuhan

Utama Belawan
5) Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan
6) Kantor KSOP Kelas IV Pangkalan Susu
7) Kantor KSOP Kelas V Sibolga
8) Kantor KSOP Kelas V Tanjung Balai 

Asahan
9) Kantor KSOP Kelas V Gunung Sitoli
10) Kantor KSOP Kelas V Kuala Tanjung
11) Kantor UPP Kelas III Leidong
12) Kantor UPP Kelas III Pulau Tello
13) Kantor UPP Kelas III Teluk Dalam Nias
14) Kantor UPP Kelas III Lahewa
15) Kantor UPP Kelas III Pantai Cermin
16) Kantor UPP Kelas III Tanjung Tiram
17) Kantor UPP Kelas III Barus
18) Kantor UPP Kelas III Tanjungpura
19) Kantor UPP Kelas III Pulau Kampai
20) Kantor UPP Kelas III Sirombu
21) UPP Kelas III Tanjung Beringin
22) Kantor UPP Kelas III Pangkalan Dodek
23) Kantor UPP Kelas III Tanjung Sarang 

Elang
24) Kantor UPP Kelas III Sikara-Kara Natal
25) Kantor UPP Kelas III Sei Berombong

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBUKelas III Dr F.I. Tobing
2) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II
3) Kantor Kelas II Binaka
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4) Kantor UPBU Kelas III Lasondre
5) Kantor UPBU Kelas III Aek Godang

d. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah 
Sumatera Bagian Utara

e. Badan Pengembangan SDM Perhubungan: 
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan 
Medan

3. Sumatera Barat a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
III

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan kelas II Teluk Bayur
2) Kantor Distrik NavigasiKelas II Teluk 

Bayur
3) Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur
4) Kantor UPP Kelas III Siuban
5) Kantor UPPKelas III Muara Siberut
6) Kantor UPP Kelas III Sikakap

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II 

Wilayah VI
2) Kantor UPBU Kelas III Rokot Sipora

d. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah 
Sumatera Bagian Barat

e. Badan Pengembangan SDM Perhubungan: 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran 
Padang Pariaman

4. Riau a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
IV

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas I Dumai
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai
3) Kantor KSOP Kelas I Dumai
4) Kantor KSOPKelas III Kuala Enok
5) Kantor KSOP Kelas III Pekanbaru
6) Kantor KSOP Kelas III SungaiPakning
7) Kantor KSOPKelas III Tembilahan
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8) Kantor KSOP Kelas III Kuala Cinaku
9) Kantor KSOP Kelas V Bengkalis
10) Kantor KSOPKelas V Bagan Siapi-Api
11) Kantor KSOP Kelas V Selat Panjang
12) Kantor UPPKelas III Kuala Gaung
13) Kantor UPP Kelas III Sinaboi
14) Kantor UPP Kelas III Panipahan
15) Kantor UPP Kelas III Batu Panjang
16) Kantor UPP Kelas III Sungai Guntung
17) Kantor UPP Kelas III Tanjung Medang

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBU Kelas III Pasir Pangarayan
2) Kantor UPBU Kelas III Japura

d. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II 
Wilayah Riau

5. Kepulauan Riau a. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Pelabuhan Batam
2) Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas 

Pela
3) Kantor Pelabuhan Batam
4) Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai 

Kelas II Tanjung Uban
5) Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung 

Pinang
6) Kantor KSOP Kelas II Tanjung Pinang
7) Kantor KSOP Kelas II Tanjung Balai 

Karimun
8) Kantor KSOP Kelas II Kijang
9) Kantor KSOP Kelas III Pulau Sambu
10) Kantor UPP Kelas I Tanjung Uban
11) Kantor UPP Kelas II Dabo Singkep
12) Kantor UPP Kelas II Tanjung Batu 

Kundur
13) Kantor UPP Kelas III Tarempa
14) Kantor UPP Kelas III Senayang

b. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBU Kelas III Dabo
2) Kantor UPBU Kelas III Seibati di 

Tanjung Balai Karimun
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6. Bengkulu a. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor KSOP Kelas III Pulau Baai
2) Kantor UPP Kelas III Malakoni-Enggano
3) Kantor UPP Kelas III Linau Bintuhan

b. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor bandar Udara Jenis A Kelas I 

Fatmawati Soekarno Bengkulu
2) Kantor Satpel BU Silampari
3) Kantor UPBU Kelas I Fatmawati
4) Kantor UPBU Kelas III Muko-Muko

c. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II 
Wilayah Bengkulu

7. Jambi a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
V

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) KSOP Kelas III Talang Dukuh
2) Kantor KSOP Kelas III Talang Dukuh
3) Kantor KSOP Kelas V Kuala Tungkai
4) Kantor KSOP Kelas V Muara Sabak
5) Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang
6) Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBUKelas III Depati Parbo
2) Kantor UPBUKelas III Muara Bungo

d. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II 
Wilayah Jambi

8. Sumatera Selatan a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
VII

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Distrik Navigasi Kelas I Palembang
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas I 

Palembang
3) Kantor KSOPKelas II Palembang
4) Kantor UPP Kelas III Sungai Lumpur

c. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II 
Wilayah Sumatera Bagian Selatan
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d. Badan Pengembangan SDM Perhubungan:
1) Balai Diklat Transportasi Darat 

(BP2TD) Palembang
2) Balai Pendidikan Dan Pelatihan 

Penerbangan (BP3) Palembang
9. Bangka Belitung a. Ditjen Perhubungan Laut:

1) Kantor UPP Kelas I Manggar
2) Kantor KSOP Kelas IV Pangkal Balam
3) Kantor KSOP Kelas V Tanjung Pandan
4) Kantor KSOP Kelas V Muntok
5) Kantor UPP Kelas I Manggar
6) Kantor UPP Kelas III Toboali

b. Ditjen Perhubungan Udara:
Kantor UPBU Kelas I A. S Hanandjoeddin

10. Lampung a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
VI

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas I Panjang
2) Kantor KSOP Kelas I Panjang
3) Kantor KSOP Kelas V Bakauheuni
4) Kantor UPP Kelas III Menggala
5) Kantor UPP Kelas III Labuhan Maringgai
6) Kantor UPP Kelas III Mesuji
7) Kantor UPP Kelas III Teluk Betung
8) Kantor UPP Kelas III Kota Agung

c. Ditjen Perhubungan Udara:
Kantor UPBU Kelas II Raden Inten

d. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II 
Wilayah Lampung

11. DKI Jakarta, Jawa Barat 
dan Banten

a. Ditjen Perhubungan Darat:
1) Balai Pengujian Laik Jalan Dan 

Sertifikasi Kendaraan Bermotor Di 
Bekasi

2) Balai Pengelolaan Transportasi Darat 
Wilayah IX Bandung

3) Balai Pengelolaan Transportasi Darat 
Wilayah VIII Serang

4) Kantor Otoritas Pelabuhan dan 
Penyeberangan Merak
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b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran utama 

Tanjung Priok
2) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 

Tanjung Priok
3) Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung 

Priok
4) Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok
5) Kantor KSOP Kelas II Cirebon
6) Kantor KSOP Kelas III Sunda Kelapa
7) Kantor KSOP Kelas V Marunda
8) Kantor KSOP Kelas V Kepulauan Seribu
9) Kantor KSOP Kelas V Kalibaru
10) Kantor KSOP Kelas V Muara Angke
11) Kantor KSOP Kelas V Muara Baru
12) Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Ratu
13) Kantor UPP Kelas III Pangandaran
14) Kantor UPP Kelas III Pamanukan
15) Kantor UPP Kelas III Indramayu
16) Kantor UPP Kelas III Anyer Lor
17) Kantor UPP Kelas III Labuhan
18) Kantor UPP Kelas III Karanghantu
19) Kantor UPP Kelas III Bojonegara

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas 

Penerbangan
2) Balai Kesehatan Penerbangan
3) Balai Teknik Penerbangan
4) Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 

Utama Soekarno Hatta
5) Bandar Udara Jenis B Kelas I Budiarto
6) Bandar Udara Jenis A Kelas III 

Penggung
d. Ditjen Perkeretaapian:

Kantor Administrator Terminal Peti Kemas 
Gedebage

e. Badan Pengembangan SDM Perhubungan:
1) Balai Besar Pendidikan Penyegaran 

Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran 
(BP3IP)

2) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
3) Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
4) Sekolah Tinggi Transportasi Darat
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5) Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu 
Pelayaran Mauk Tangerang

6) Balai Pendidikan dan Pelatihan 
Transportasi Laut

12. Jawa Tengah dan 
D.I Yogyakarta

a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah X

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas I Semarang
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas 11 

Semarang
3) Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap
4) Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas
5) Kantor KSOP Kelas II Cilacap
6) Kantor KSOP Kelas IV Tegal
7) Kantor UPP Kelas III Jepara
8) Kantor UPP Kelas III Juwana
9) Kantor UPP Kelas III Brebes
10) Kantor UPP Kelas II Pekalongan
11) Kantor UPP Kelas III Karimun Jawa
12) Kantor UPP Kelas III Rembang
13) Kantor UPP Kelas III Batang

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung
2) Kantor UPBU Kelas III Dewadaru

d. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I 
Wilayah Jawa Bagian Tengah

e. Badan Pengembangan SDM Perhubungan: 
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

13. Jawa Timur a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XI

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran utama Tanjung 

Perak
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya
3) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 

Tanjung Perak
4) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung 

Perak
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5) Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai 
Surabaya

6) Kantor KSOP Kelas II Gresik
7) Kantor KSOP Kelas III Tanjung Wangi
8) Kantor KSOP Kelas IV Probolinggo
9) Kantor KSOP Kelas V Panarukan
10) Kantor KSOP Kelas V Pasuruan
11) Kantor KSOP Kelas V Kalianget
12) Kantor UPP Kelas III Bawean
13) Kantor UPP Kelas III Telaga Biru
14) Kantor UPP Kelas III Branta
15) Kantor UPP Kelas III Sapeken
16) Kantor UPP Kelas III Masalembu
17) Kantor UPP Kelas III Ketapang
18) Kantor UPP Kelas III Brondong
19) Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Sapudi
20) Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Kalbut

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I 

Wilayah III
2) Kantor UPBU Kelas III Blimbingsari
3) Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo

d. Ditjen Perkeretaapian:
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I 
Wilayah Jawa Bagian Timur

e. Badan Pengembangan SDM Perhubungan:
1) Balai Pendidikan Dan Pelatihan 

Penerbang Banyuwangi
2) Akademi Perkeretaapian Indonesia 

Madiun
3) Politeknik Pelayaran Surabaya

14. Bali a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XII

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa
2) Kantor KSOP Kelas II Benoa
3) Kantor KSOP Kelas IV Padang Bai
4) Kantor KSOP Kelas V Celukan Bawang
5) Kantor UPP Kelas III Nusa Penida
6) Kantor UPP Kelas III Buleleng
7) Kantor UPP Kelas III Gilimanuk
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c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I 

Ngurah Rai Bali
2) Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I 

Wilayah IV
d. Badan Pengembangan SDM Perhubungan: 

Balai Pendidikan Dan Pelatihan 
Transportasi Darat Bali

15. Nusa Tenggara Barat a. Ditjen Perhubungan Laut:
1) KSOP Kelas III Lembar
2) Otoritas Pelabuhan Badas
3) Kantor KSOP Kelas IV Bima
4) Kantor KSOP Kelas III Lembar
5) Kantor UPP Kelas III Pemenang
6) Kantor UPP Kelas III Labuhan Lombok
7) Kantor UPP Kelas III sape
8) Kantor UPP Kelas III Calabahi
9) Kantor UPP Kelas III Benete

b. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBU Kelas III Sultan 

Muhammad Kaharuddin
2) Kantor UPBU Kelas II Muhamad 

Salahudin
16. Nusa Tenggara Timur a. Ditjen Perhubungan Darat:

Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XIII

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Distrik Navigasi Kelas II Kupang
2) Kantor KSOP Kelas III Kupang
3) Kantor KSOP Kelas V Waingapu
4) Kantor KSOP Kelas V Ende
5) Kantor KSOP Kelas V Laurentius Say
6) Kantor KSOP Kelas V Kalabahi
7) Kantor UPP Kelas III Larantuka
8) Kantor UPP Kelas III Reo
9) Kantor UPP Kelas III Waikelo
10) Kantor UPP Kelas III Atapupu
11) Kantor UPP Kelas III Baranusa
12) Kantor UPP Kelas III Ba’a
13) Kantor UPP Kelas III Seba
14) Kantor UPP Kelas III Marapokot
15) Kantor UPP Kelas III Labuhan Bajo
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c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBU Kelas II Fransiskus 

Xaverius Seda
2) Kantor UPBU Kelas II Umbu Mehang 

Kunda
3) Kantor UPBU Kelas II Komodo
4) Kantor UPBU Kelas II H. Hasan 

Oroeboesman
5) Kantor UPBU Kelas II Tambolaka
6) Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega
7) Kantor UPBU Kelas III A.A Bere Tallo
8) Kantor UPBU Kelas III Mali
9) Kantor UPBU Kelas III Gewayantana
10) Kantor UPBU Kelas III David Constantijn 

Saudale
11) Kantor UPBU Kelas III Tardamu
12) Kantor UPBU Kelas III Soa
13) Kantor UPBU Kelas III Wonopito

17. Kalimantan Barat a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XIV

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan otoritas 

pelabuhan Kelas II Pontianak
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas III 

Pontianak
3) Kantor KSOP Kelas V Ketapang
4) Kantor KSOP Kelas V Telok Air
5) Kantor KSOP Kelas V Sintete
6) Kantor UPP Kelas III Kendawangan
7) Kantor UPP Kelas III Melano
8) Kantor UPP Kelas III Paloh

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman 

Ketapang
2) Kantor UPBU Kelas II Pangsuma 

Putussibau
3) Kantor UPBU Kelas III Susilo Sintang
4) Kantor UPBU Kelas III Nanga Pinoh

18. Kalimantan Tengah a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XVI
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b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor KSOP Kelas III Sampit
2) Kantor KSOP Kelas IV Kumai
3) Kantor KSOP Kelas V Pangkalan Bun
4) Kantor KSOP Kelas V Sukamara
5) Kantor KSOP V Pegatan Mendawai
6) Kantor KSOP Kelas V Samuda
7) Kantor KSOP Kelas V Kuala Pembuang
8) Kantor KSOP Kelas V Pulang Pisau
9) Kantor UPP Kelas III Rangga Ilung
10) Kantor UPP Kelas III Kereng Bengkirai

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Bandar Udara Jenis A Kelas I Tjilik Riwut
2) Kantor UPBU Kelas II Iskandar
3) Kantor UPBU Kelas II H. Asan
4) Kantor UPBU Kelas III Sanggu
5) Kantor UPBU Kelas III Beringin
6) Kantor UPBU Kelas III Kuala Pembuang
7) Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba
8) Kantor UPBU Kelas III Kuala Kurun

19. Kalimantan Selatan a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XV

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas I Banjarmasin
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas II 

Banjarmasin
3) Kantor KSOP Kelas IV Kota Baru
4) Kantor UPP Kelas III Satui
5) Kantor UPP Kelas III Tanjung Batu
6) Kantor UPP Kelas III Sebuku
7) Kantor UPP Kelas III Kintap

c. Ditjen Perhubungan Udara:
Kantor UPBU Kelas II Gusti Syamsir Alam

20. Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara

a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
XVII

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Distrik Navigasi Kelas I Samarinda
2) Distrik Navigasi Kelas III Tarakan;
3) Kantor KSOP Kelas III Tarakan
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4) Kantor UPP Kelas III Sungai Nyamuk
5) Kantor UPP Kelas III Pulau Bunyu
6) Kantor UPP Kelas III Tanjung Selor
1) Kantor KSOP Kelas I Balikpapan
2) Kantor KSOP Kelas II Samarinda
3) Kantor KSOP Kelas IV Nunukan
4) Kantor UPP Kelas I Tanjung Laut
5) Kantor UPP Kelas I Lhok Tuan
6) Kantor UPP Kelas II Tanah Paser
7) Kantor UPP Kelas II Tanjung Satan
8) Kantor UPP Kelas Sangatta
9) Kantor UPP Kelas III Sangkulirang
10) Kantor UPP Kelas III Tanjung Redep
11) Kantor UPP Kelas III Kuala Semboja 

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor Unit Penyelenggara Bandar 

Udara Kelas I Utama Juwata Tarakan
2) Kantor UPBU Kelas III Seluwing
3) Kantor UPBU Kelas III Nunukan
4) Kantor UPBU Kelas III Nunukan
5) Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring
6) Kantor UPBU Kelas III Bandar Udara di 

Long Bawan
7) Kantor UPBU Kelas III Long Apung
8) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 

VII Sepinggan-Balikpapan
9) Kantor UPBU Kelas II Temindung- 

Samarinda
10) Kantor UPBU Kelas II Kalimarau- 

Tanjung Redep
11) Kantor UPBU Kelas III Melak -  

Sendawar
12) Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai

21. Sumawesi Utara a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
XXII

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan otoritas 

pelabuhan Kelas I Bitung
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas I Bitung
3) Kantor KSOP Kelas III Manado
4) Kantor UPP Kelas II Tahuna
5) Kantor UPP Kelas III Lirung
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6) Kantor UPP Kelas III Ulu Siau
7) Kantor UPP Kelas III Amurang
8) Kantor UPP Kelas III Kotabunan
9) Kantor UPP Kelas III Labuhan Uki
10) Kantor UPP Kelas III Likupang
11) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai 

Bitung
c. Ditjen Perhubungan Udara:

1) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 
VII Sam Ratulangi-Manado

2) Kantor UPBU Kelas III Naha
3) Kantor UPBU Kelas III Melonguane

d. Badan Pengembangan SDM Perhubungan: 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran 
Minahasa Selatan

22. Gorontalo a. Ditjen Perhubungan Udara:
Bandar Udara jenis A Kelas II Djalaludin 
Gorontalo

b. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
XXI

c. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor UPP Kelas III Kwandang
2) Kantor UPP Kelas III Tilamuta
3) Kantor UPP Kelas III Anggrek

23. Sulawesi Tengah a. Ditjen Perhubungan Udara:
Kantor bandar Udara Jenis A Kelas I Palu

b. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XX

c. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor KSOP Kelas III Pantoloan
2) Kantor KSOP Kelas IV Toli-Toli
3) Kantor UPP Kelas III Leok
4) Kantor UPP Kelas III Ogoamas
5) Kantor UPP Kelas III Parigi
6) Kantor UPP Kelas III Ampana
7) Kantor UPP Kelas III Kolonedale
8) Kantor UPP Kelas III Poso
9) Kantor UPP Kelas III Bunta
10) Kantor UPP Kelas III Pagimana
11) Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Banggai



-  20 -

12) Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Luwuk
13) Kantor UPP Kelas III Wani
14) Kantor UPP Kelas III Donggala
15) Ditjen Perhubungan Udara
16) Kantor UPBU Kelas II Kasiguncu
17) Kantor UPBU Kelas II Syukuran 

Aminudin Amir
18) Kantor UPBU Kelas III Pogogul
19) Kantor UPBU Kelas III Sultan Bantilan

24. Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Barat

a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XIX

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran utama Makassar
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar 

Ujung Pandang
3) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 

Makassar
4) Kantor KSOP Kelas III Pare-Pare
5) Kantor UPP Kelas II Palopo
6) Kantor UPP Kelas III Garongkong
7) Kantor UPP Kelas III Bulukumba
8) Kantor UPP Kelas III Jeneponto
9) Kantor UPP Kelas III Selayar
10) Kantor UPP Kelas III Jampea
11) Kantor UPP Kelas III Sinjai
12) Kantor UPP Kelas III Bajoe
13) Kantor UPP Kelas III Malili
14) Kantor UPP Kelas III Siwa
15) Kantor UPP Kelas III Patiro Bajo
16) Kantor UPP Kelas III Biringkasi
17) Kantor UPP Kelas III Mamuju
18) Kantor UPP Kelas III Majene
19) Kantor UPP Kelas III Polewali
20) Kantor UPP Kelas III Belang-Belang

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V 

Makassar
2) Kantor UPBU Kelas III Tampa Padang
3) Kantor UPBU Kelas III Pongtiku
4) Kantor UPBU Kelas III H. Aeropala
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5) Kantor UPBU Kelas III Andi Jemma
6) Kantor UPBU Kelas III Bone
7) Kantor UPBU Kelas III Seko
8) Kantor UPBU Kelas III Rampi
9) Kantor UPBU Kelas III Bua

d. Badan Pengembangan SDM Perhubungan:
1) Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar
2) Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) 

Barombong
3) Akademi Teknik Keselamatan 

Penerbangan Makasar
25. Sulawesi Tenggara a. Ditjen Perhubungan Darat:

Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XVIII

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II Kendari
2) Distrik Navigasi Kelas III Kendari
3) Kantor UPP Kelas I Bau-Bau
4) Kantor UPP Kelas II Pomala’a
5) Kantor UPP Kelas III Raha
6) Kantor UPP Kelas III Kolaka
7) Kantor UPP Kelas III Langara

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBU Kelas I Halu Oleo
2) Kantor UPBU Kelas III Matahora
3) Kantor UPBU Kelas III Sangia Ni Bandera
4) Kantor UPBU Kelas III Beto Ambari
5) Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru

26. Maluku a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 
XXIII

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan otoritas 

pelabuhan Kelas I Ambon
2) Distrik Navigasi Kelas I Ambon
3) Distrik Navigasi Kelas III Tual
4) Kantor KSOP Bandanaira
5) Kantor UPP Kelas II Saumlaki
6) Kantor UPP Kelas II Tual
7) Kantor UPP Kelas II Dobo
8) Kantor UPP Kelas II Namlea
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9) Kantor UPP Kelas II Tulehu
10) Kantor UPP Kelas III Amahai
11) Kantor UPP Kelas III Geser
12) Kantor UPP Kelas III Leksula
13) Kantor UPP Kelas III Wonreli
14) Kantor UPP Kelas III Wahai
15) Kantor UPP Kelas III Waisarisa
16) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai 

Danar/Tual
c. Ditjen Perhubungan Udara:

1) Kantor UPBU Kelas III Ibra
2) Kantor UPBU Kelas III John Becker
3) Kantor UPBU Kelas III Larat
4) Kantor UPBU Kelas III Mathilda Batlayeri
5) Kantor UPBU Kelas III Dobo
6) Kantor UPBU Kelas III Bandaneira
7) Kantor UPBU Kelas III Namlea
8) Kantor UPBU Kelas III Namrole
9) Kantor UPBU Kelas III Amahai
10) Kantor UPBU Kelas III Wahai

27. Maluku Utara a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XXIV

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan Kelas II Ternate
2) Kantor UPP Kelas II Tobelo
3) Kantor UPP Kelas II Babang
4) Kantor UPP Kelas II Sanana
5) Kantor UPP Kelas III Laiwui
6) Kantor UPP Kelas III Weda
7) Kantor UPP Kelas III Soasio
8) Kantor UPP Kelas III Jailolo
9) Kantor UPP Kelas III Daruba
10) Kantor UPP Kelas III Buli

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor UPBU Kelas II Sultan Babullah
2) Kantor UPBU Kelas III Emalamo
3) Kantor UPBU Kelas III Buli
4) Kantor UPBU Kelas III Kuabang
5) Kantor UPBU Kelas III Gamar Malamo
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6) Kantor UPBU Kelas III Oesman Sadik
7) Kantor UPBU Kelas III Pitu

28. Papua a. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Distrik Navigasi Kelas II Jayapura
2) Kantor Distrik Navigasi Kelas III Merauke
3) Kantor KSOP Kelas II Jayapura
4) Kantor KSOP Kelas II Biak
5) Kantor KSOP Kelas IV Merauke
6) Kantor UPP Kelas III Serui
7) Kantor UPP Kelas III Waren
8) Kantor UPP Kelas III Nabire
9) Kantor UPP Kelas III Kaimana
10) Kantor UPP Kelas III Sarmi

b. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Bandar Udara Jenis A Kelas I khusus 

Sentani Jayapura
2) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X 

Mopah Merauke
3) Kantor UPBU Kelas III Dabra di 

Mamberamo Raya
4) Kantor UPBU Kelas I Mopah
5) Kantor UPBU Kelas III Kamur
6) Kantor UPBU Kelas III Kimam
7) Kantor UPBU Kelas III Bomakia
8) Kantor UPBU Kelas III Senggeh
9) Kantor UPBU Kelas I Wamena
10) Kantor UPBU Kelas III Elelim
11) Kantor UPBU Kelas II Douw Aturure
12) Kantor UPBU Kelas III Bilorai
13) Kantor UPBU Kelas III Enarotali
14) Kantor UPBU Kelas III Waghete
15) Kantor UPBU Kelas III Mararena
16) Kantor UPBU Kelas III Tanah Merah
17) Kantor UPBU Kelas III Mulia
18) Kantor UPBU Kelas III Sudjarwo 

Tjondronegoro
19) Kantor UPBU Kelas III Oksibil
20) Kantor UPBU Kelas III Kiwirok
21) Kantor UPBU Kelas III Moanamani
22) Kantor UPBU Kelas III Mindiptana
23) Kantor UPBU Kelas III Kepi
24) Kantor UPBU Kelas III Kokonao
25) Kantor UPBU Kelas III Akimuga
26) Kantor UPBU Kelas II Mozes Kilangin
27) Kantor UPBU Kelas III Bokondini
28) Kantor UPBU Kelas III Okaba
29) Kantor UPBU Kelas III Numfoor
30) Kantor UPBU Kelas III Ilaga
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31) Kantor UPBU Kelas III Illu
32) Kantor UPBU Kelas III Tiom
33) Kantor UPBU Kelas III Ewer
34) Kantor UPBU Kelas III Batom
35) Kantor UPBU Kelas III Bade
36) Kantor UPBU Kelas III Karubaga Tolikara
37) Kantor UPBU Kelas III Nop Goliat

c. Badan Pengembangan SDM Perhubungan: 
Balai Pendidikan dan Pelatihan 
Penerbangan Jayapura

29. Papua Barat a. Ditjen Perhubungan Darat:
Balai Pengelola Transportasi Darat 
Wilayah XXV

b. Ditjen Perhubungan Laut:
1) Kantor Kesyahbandaran dan otoritas 

pelabuhan Kelas I Sorong
2) Distrik Navigasi Kelas I Sorong
3) Kantor KSOP Kelas IV Manokwari
4) Kantor KSOP Kelas V Fak-Fak
5) Kantor UPP Kelas III Oranbari
6) Kantor UPP Kelas III Wasior
7) Kantor UPP Kelas III Teminabuan
8) Kantor UPP Kelas III Saonek
9) Kantor UPP Kelas III Bintuni
10) Kantor UPP Kelas III Kokas
11) Kantor UPP Kelas III Korido
12) Kantor UPP Kelas III Amamapare
13) Kantor UPP Kelas III Agats
14) Kantor UPP Kelas III Bade
15) Kantor UPP Kelas III Pomako

c. Ditjen Perhubungan Udara:
1) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 

IX Kelas II Rendani-Manokwari
2) Kantor UPBU Kelas I Domine Eduard 

Osok di Sorong
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3) Kantor UPBU Kelas II Rendani di 
Manokwari

4) Kantor UPBU Kelas III Marinda di Waisai
5) Kantor UPBU Kelas III Torea
6) Kantor UPBU Kelas III Bintuni
7) Kantor UPBU Kelas III Utarom
8) Kantor UPBU Kelas III Merdey
9) Kantor UPBU Kelas III Wasior
10) Kantor UPBU Kelas III Inanwatan
11) Kantor UPBU Kelas III Teminabuan
12) Kantor UPBU Kelas III Babo
13) Kantor UPBU Kelas III Kambuaya
14) Kantor UPBU Kelas III Kebar
15) Kantor UPBU Kelas III Ayawasi

d. Badan Pengembangan SDM Perhubungan: 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu 
Pelayaran (BP2IP) Sorong
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